Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

PUTUSAN
Nomor 0879/Pdt.G/2018/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkal pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai lalak antara ;
Imam Gazali, 5. Pd bin Abubakar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
Honorer (Guru SDN 07 Dompu), tempat finggal di Dusun Rade
HT.008 EW. 003 Desa Punti Kecamatan Sormmandi Kabupaten
Bima, sebagai Pemohon;
melawan
Juhana, 5. Pd binti Maman, umur 27 tahun, agama Islam, pekefjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.013 RW. 007
Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai
Termahon;
Pengadilan Agama tersebut -
Telah mempelajan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARAX
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2018 telzh
mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didafitar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bima dengan Nomor 0879/PdtGrf2018/PA Bm tanggal 02 Juli 2018
dengan dalil-dalil sebagai benkut
Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2016, Pemchon dengan Termohon
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Mikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berda=zarkan
Kutipan Akta Nikah Momor : 0273/007/vIII2016 tanggal 18 Agustus 2016 -
Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berempat

I

tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima selama 1 bulan, kermudian pindah dan bertempat tinggal di
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Lad

rumnah orang tua Pemohon di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten

Bima selama 1 tahun 1 bulan dan setelah itu Termohon meninggalkan

Pemohon dan selama pernikahan tersebut Pemaohon dengan Termohon lelah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai

keturunan;

Bahwa, sejak Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon tenss-menens

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan lidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a.  Termohon tidak mau memberkan pelayanan sebagaimana layaknya
suami isten serta menolak =etiap saran [ nasehatl Pemohon:

b. Termohon dengan masalah yvang sangat sepele seperti karena tidak
sempal mampir menjemput Termohon di numah orang tuanya karena lups
kernudian Termohon memarahi Pemohon sehingga Termohon Bdak mau
kembali dan tidak mau tinggal bersaima Pemohon sebagaimana biasanya;

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Temmohon

terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya Termohon pergi

meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua

Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak ftu pula

antara FPemohon dengan Termmohon sudah pisash lempat tinggal sampai

sekarang. Selama itu Termohon sudah bdak memperdulikan Pemohon dan
sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya suami isteri:

. Bahwa, Pemohon dengan Temmohon sudah pemah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kesjadian tersebut rumah tangga antara Pemochon dengan

Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakineh, mawaddah dan
rahmah sudah sufit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-rasing
pihak tdak melanggar nomna hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan  altematif  terakhir bagi Pemohon  ontuk  menyelesaikan
pemasalahan antaa Pemobon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima rmemerksa dan mengadili perkama ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi |
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DAL AM PETITUM :

A. Primer
1. Mengabulkan pemmohonan Pemohon;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Imam Gazali, 5. Pd bin
Abubakar) unfuk menjatubkan talak satu Raji terhadap Termohon
{uhana, 5. Pd bint Maman } di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Afuran yang berlaku ;

B. Subsidair
Dan [ atau menjaluhkan Putusan lain yang seadil-adiinya berdasarkan
pertimbangan Maielis Hakim.

Bahwa, pada har dan tanggal sidang yang telah dilstapkan, Pemohon
dan Temmohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan
Termohon akan tetap tdak berhasil;

Bahwa, Pemchon dan Termohon felah menempuh proses mediasi
dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal
26 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, =elanjutnya Majalis Hakim membacakan surat permchonan
Pemaohon yang isinya letap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pemmohonan Pemochon tersebut, Termohon membenkan
jawaban sebagai bernkut ;

Dalam pokok perkara

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isten sah

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa tidak benar Termohon lidak mau melayani Pemohon dan tidak benar
Termohon menclak sefiap =aran Pemaohon |

- Bahwa tidak benar Termohon marah karena tidak dijemput Pemohon karena
karena Pemohon tidak permah menjemput Termohon;

- Bahwa benar antara Temmohon dan Pemohon sudah pisah selama & bulan
karena Termmohon diusir oleh orang tua Pemohon;

- Batwa Termohon tidak mac ditalak oleh Pemohon ;
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Dalam Rekonvensi
- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya:
- Bahwa, kalau Tergugat telap menjatuhkan talaknya maka Penggugat
menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumiah Rp. 5.000.000- dan
Mut'ah berupa 7 gram emas;
Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan
replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas
wntutan  balik Termmohon KonvensiPenggugat Rekonvensi, Pemohon
KonvensiTergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan
kesanggupan atas tuntutan Termohon KonvensiPengguogat Rekonvensi urtuk
nafkah lddah sejumlah Rp 3.000.000 - dan Mut'ah berupa 1 gram emas;
Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik
secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju nafkah Iddah Rp 3.000.000 -
dan Mut'ah minta 2 gram emas;
Bahwa, unluk membuktkan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
alat bukti berupa :
A Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon  Nomor
3206151112860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima
langgal 20 Juni 2012, Bukli surat telah dibard meteral cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinga yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Momor : 0273/007/VII/2016, tanggal 18

Agustus 2016 yang diketuarkan oleh Kanlor Unisan Agama Kecamatan

Bolo, Kabupaten Bima. Bukti surat telah diber meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai. Oleh Ketua Majelis

diberi kode (P.2):

B. Saksi
I. Judirman bin A, Bakar, umur 47 tahun, agama Islam, peketjaan Petani,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 6§ RW.0O3 Desa Puni

Kecamatan Suromandi Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Him. 4 dar 12 hal. Putusan Nomor 87OPIEG2018PA. Bra.
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
kakak ipar Pemohon ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di
rumah ocrang tua Pemohon i Desa Punt Kecamatan Soromandi
Kabupaten Bima selama 1 tehun 1 bulan, namun belum dikamuniai
anak ;

- Bahwa sejak bulan Maret dan 2017 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak hammonis fagi, senng terjadi perselisihan dan
oeEriEngkarn

- Bahwa Termohon Bdak menjamin nafkah lahir maupun  bafin
Femohon dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemochon
dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
Oktober 2017 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;

- Bahwa alas kejadian tersebut di atas Pemchon dan Termohon belah
dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat,
namun tidak berhasil ;

2 Hanamsyah, SPd. bin Abdullah, umur 47 tshun, agama lsiam.
pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempal kediaman di RT. 5§ RW.03
Desa Punli, Kecamatan Suromandi Kabupaten Bima, dibawah
sumpahnya memberi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Pemchon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tenmohon karena saksi
kakak ipar Pemahon ;

Him. Sdar 12 hal Pedusan Nomaor 879FP0HG2018FA Bm.
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- Bahwa setelah menikah Pemochon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Temmoheon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di
rumah orang tua Pemohon di Desa Punt Kecamatan Soromandi
Kabupaten Bima selama 1 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai

anak, ;

- Bahwa sejak bulan Maret dan 2017 umah tangga Pemohon dengan
Temohon sudah tdak hammonis lagl, serng teradi perselisihan dan
bertenghkar,;

- Bahwa Temmchon fidak menjamin nafkah lahir maupun  batin
Femohon dan sudah fdak ada kecocokan lagi antara Pemchon
dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lempat tinggal sejak
Oktober 2017 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Temmohon telah
dinasehali dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat,
namun tdak berhasil ;

Bahwa, untuk membuktikan dali-dalil bantahan dan rekonvensinya,
Ternohon tidak mengajukan alat bukli apapun:

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing lelah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sepakat bercerai dan nafkah iddah sejumizh Rp
3.000.000,- dan mut'ah berupa emas 2 gram, sebagaimana telah dicatat dalam
berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ITHE;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konwvensi

Menimbang, bahwa maksed dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sehagaimana yang terural di atas;

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon maupun Tenmohon datang menghadap sendin di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim felah berusaha mendamaikan pihak-
pinek yang berperkara melalui mediator, Drs. H. Muhidin, MH. yang telah
ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya tersebut fidak berhasil:

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara  dilanjutkan  dengan
membacakan sural permohonan Pemohon dalam sidang terfutup untuk umum
dan Permohon menyatakan tetap pada isi permohonannya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Femohon Konvensi, Termohon
Konvensi telah memberikan pengakuan mumi atas dalil permohonan angka 1, 2
4, 5, dan 6 sehingga dalit tersebut dinyatakan telah terbukt;

Menmbang, bahwa Temmohon Konvensi membenkan pengakuan
berklausul/pengakuan berkualifikasi'membantah dalil-dalil angka 3, oleh karena
ilu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dall angka 1, 2, dan 3,
FPemchon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 =erta 2 orang
saksi,

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Folokopi KTP) vang merupakan akia
otentik dan telah bermesterai cukup dan cocok dengan aslinga, isi bukli tersebut
menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Bima. Bukb
tersebut tidak dibantah cleh Termohon Konvensi, sehingga terbukh Pemohon
berempat linggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, sehingga
Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukii P. 2 (Folokopi Kutipan Akta Nikah) yang
menipakan akta olentik dan telah bemmeterai cukup dan cocok dengan aslinya.
i5i bukbi tersebui menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2016 tercatat di Kanior
Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Bukdi tersebut tidak dibantah

Him. ¥ dan 12 hal Putusan Nomor 87 3/PdiZ20718PA. B,
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oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemochon Konvensi mengenai
angka 3, adalah fakta yang dilihat sendiri'didengar sendir/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuklikan oleh Pemochon Konvensi, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembukiian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa =3ksi 2 Pemchon Konvensi, sudah dewssa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Paszal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai
angka 3, adalah fakta yang diihat sendin/didengar sendirifdialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemahon Konvensi, oleh karena
ilu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matenil sebagaimana telah
digtur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga kelerangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukdi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Femohon Konvensi
bersesuaian dan cocok antara salu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalii bantahannya Temmohon
Konvensi tidak mengajukan alat bukt baik surat maupun saksf,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukt
P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakia sebagai berikut
I. Pemohon dan Termohon adalah suami isten sah;

2. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat finggal selama 8 bulan;
3. Pamohon dan Termohon sudah didamaikan tapi idak berhasil;

Menimbang, balwa berdasarkan perimbangan-perfimbangan lersebut.

maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksed Pasal 19 huruf (B

Him. 8 dan 12 hal. Putusan Nomor 878/FPotG20718FA. Bm.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Peraturan Pemerntah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (B Kompilasi
Hukum Iskam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan fersebut

di atas dan Pemohon Konvensi befum pemah menjaluhkan talak/baru
menfaluhkan talak raji satu kali, maka pelitum permohonan Pemohon Konwvensi
mengenai izin talak raji tersebut memenuhi Fasal 118 Kompilasi Hukum lslam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvens
adalah sebagaimana telah diuraikan di ataz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi ingin tetap rukun dan tidak
bersedia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi tetap
akan mentslak Pengguogat Rekonvensi, maka Penggugst Rekonvensi
mengajukan tuntutan sebagai berikut :

a. Mafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,- {lima juta rupiah);
b. Mut'ah ¥ gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengena
nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), funtutan mana hanya
disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukom i=fam,
menyehulkan bahwa “Bifamana perkawinan putus karena lalak, maka bekas
suami wafib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isfer
selama datam iddah, kecuali bekas ister felah dijafuni fafak bain atau nusyuz
dan dalam keadaan Wdak hami °. maka berdasarkan hasil pemeriksaan i
persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukd
sebagai isten yang pemah dijatuhi 1alak ba'in atau tidak terbukli nusyuz, karena
kerelakan yang feradi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah
semala-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagl pula perceraian in
datangnya dan pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat
rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran,
kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan
penghasilan Tergugal rekonvensi sebagai guru honor, dan Majelis 'H,akirn
menentukan nafkah iddah 3 butan sejumiah Rp 3.000.000 - (liga juta rupiah) ;

Him. 9 dan 12 hal Putusan Nomor B7FPAZ2018PA. Bm,

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Menimbang. babwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai
tuntutan Mut'ah berupa emas 7 gram, tuniulan mana hanya disanggupi oleh
Tergugat rekonvensi berupa emas 1 gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal
149 huruf (8) Kompilasi Hukum [slam, menyebutkan bahwa “Bilamana
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wapb membernkan mut'ah
yang layak kepada bekas isteninya baik berupa uang atar benda, kecuali bekas
st tersebut qobla dukhul™, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan
telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvens: tidak terbukb sebagai isten
vang pemah dijatuhi talak bain atau tidek terbukli nusyuz, karena keretakan
yang leradi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas
kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari
pinak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi
diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan
standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan  penghasilan
Tergugat mekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat
rekonvensi dwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran,
kelayakan dan lamanya perkawinan dengan memperhatikan penghasilan
Tergugat rekonvensi sebagai guru honor, dan Majelis Hakim menentukan mut'ah
berupa emas Z gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sural Edaran Mahkamah Agung
Momor 1 Tahun 2017 dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum, maka Majelis Hakim menghukum Temgugat  Rekonvensi untuk
membayar nafkah iddah dan mutah sebagaimana fersebut di atas kepada
Penggugat Rekonvensi sebelum penguecapan ikrar talak divcapkan:

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat
rekonvensi harus dinukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa
syaral kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban  sebsgaimans
disebutkan dalam diclum pulusan ini dan apabila putuzan ini tidak dapat
dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan
upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang
berwenang;

Him. 10 dan 72 hal Putusan Nomor 873/PdG2018PA. Bm.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa berdasarkan perfimbangan-perfimbangan tersebut
di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukt memenuhi
alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat
rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan
selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa cleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukurmn Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memben izin kepada Pemohon Kenvensi (Imam Gazali, S. Pd bin Abubakar)
untuk menjatuhkan talak satu rafi terhadap Termohon Konvensi (Juhana, 5.
Pd binti Maman ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
21 Nafkah iddah selarma 3 bulan sejumiah Rp 3.000.000- (ga juta
rupiahy;
2.2, Mut'ah berupa 2 gram emas;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sefebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi' Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- {lima ratus empat puluh
satu b rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari ini Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan

Him. 71 dan 12 hal. Pulisan Nomor 8F9/PdYG2018FPA. Bm.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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dengan tanggal 25 Dzufhijah 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima
yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Kelua Majelis, Mulyadi, 5.
Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, SHI, M.S.. masing-masing sebagai
anggota Majefis, putusan mana pada harn itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu cleh Aminah, S.H. sebagai Panitsra
Pengganti Pengadilan Agama tersebul dengan dihadini oleh Penggugat dan

Tergugat;
Hakim Anggota, Tﬁ'v{-{” tji, Hetua Majelis,
\ﬁ hsr.i:-'-,ﬁ a_-.s!. 1‘1!3-I
‘-." .'n
r e Q-H ‘“ﬂ.rl "‘1 o
Mulyadi, 5. Ag. Drs. imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Y

Muhamad Isna Wahyudi, SH.1, M.S.1.
Panitera Penggant,

e

Aminah, S.H.

Perincian Biava Perkara ;

1. Pendaflaran ' Rp. 30.000 -
2. Proses »Ep. 50.000-
3. Panggilan :Rp. 450.000-
4 Redaksi CRp. 5.000-
3. Materai Rp.  6.000.-

Jurmilah Rp 541.000 -

(bma ratus empat puluh 2aty fbu rupiah)

Him. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 878/Pdi/G/2018FA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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